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ABSTRAK

Yogie Cahyadi. 201810115058. Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar
Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti akan menentukan keputusan
hukum yang diambil oleh hakim. Ini bukan rahasia umum, bahwa dalam
persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis yang selalu didahului dengan
pemeriksaan saksi dan bukti lain yang dianggap dapat mendukung proses
persidangan, terutama dalam kasus-kasus pidana. Kekuatan alat bukti dapat
membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, yang dikatakan
bersalah. Seseorang dianggap bersalah dalam penyelesaian perkara pidana apabila
sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam memutuskan
perkara, kekuatan alat bukti ini mendukung putusan hakim di pengadilan.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk
mengetahui kekuatan hukum keterangan saksi pendengar atau testimonium de
auditu sebagai alat bukti di dalam tindak pidan korupsi pasca lahirnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VI111/2010. 2. Untuk mengetahui implikasi
penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VI111/2010 terhadap
keterangan saksi testimonium de auditu dalam putusan pengadilan perkara pidana.
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yang
memfokuskan untuk mengidentifikasikan, mendeskripsiskan menengenai kekuatan
hukum alat bukti saksi pendengar atau testimonium de auditu dalam tindak pidana
korupsi.

Senada dengan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai literatur yang
memberikan perlindungan terhadap saksi terutama saksi yang dalam memberikan
kesaksiannya bersifat testimonium de auditu. Karena tak selamanya keterangan
saksi testimonium de auditu itu harus dikesampingkan, karena mungkin saja atau
bisa saja keterangan saki testimonium de auditu dapat menjadi awal dari proses
penyusunan rangkaian suatu pembuktian suatau tindak pidana. Testimoni Antasari
Azhar mengenai adanya dugaan suap terhadap pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto
dan Chandra Marta Hamzah, termasuk testimonium de auditu karena Antasari
Azhar tidak melihat, mendengar, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana suap tersebut, melainkan Antasari Azhar memperoleh
keterangan berdasarkan informasi dari Anggoro Widjaja yang disampaikan
kepadanya.

De auditu juga tidak dapat dijadikan alat bukti. Jika keterangan auditu
hendak diterima sebagai alat bukti petunjuk, maka perlu dibuat kesepakatan yang
lebih jelas tentang pengecualian penggunaan keterangan auditu, yaitu dapat
diterima sebagai keterangan saksi hanya dalam hal dipergunakan sebagai bukti
petunjuk. Dengan demikian tidak ada alat bukti yang hilang dan dapat membantu
hakim dalam mengambil keputusan, namun tetap menjamin keabsahan alat bukti
tersebut.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Alat Bukti Saksi Pendengar, Tindak Pidana
Korupsi
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ABSTRACT

Yogie Cahyadi. 201810115058. Legal Strength of Hearing Witness Evidence in
Corruption Crimes.

In the judicial system, the existence of evidence will determine the legal
decisions taken by judges. It is not an open secret, that in trials before the judge
gives a verdict, it is always preceded by the examination of witnesses and other
evidence that is considered to be able to support the trial process, especially in
criminal cases. The strength of the evidence can prove the court's decision that the
verdict is true, which is said to be guilty. A person is considered guilty in the
settlement of a criminal case if there is a decision with permanent legal force
(inkracht). In deciding cases, the strength of this evidence supports the judge's
decision in court.

The objectives to be achieved by the author in this study are: 1. To determine
the legal strength of the testimony of hearing witnesses or testimony de auditu as
evidence in corruption crimes after the birth of the Constitutional Court Decision
Number: 65/PUU-VI111/2010. 2. To find out the implications of implementing the
Decision of the Constitutional Court Number: 65/PUU-VI11/2010 on the testimony
of the witness testimony de auditu in the decision of the criminal court. The type of
research that the researcher uses is normative juridical research which focuses on
identifying, describing the legal force of hearing witness evidence or testimony de
auditu in corruption.

In line with the purpose of writing this thesis, it is literature that provides
protection for witnesses, especially witnesses who testify in the nature of testimony
de auditu. Because it is not always the testimony of the witness' testimony de auditu
that must be ruled out, because it is possible or possible that the testimony of a
witness testimony de auditu can be the beginning of the process of compiling a
series of evidence for a criminal act. Antasari Azhar's testimony regarding the
alleged bribery of the KPK leaders, Bibit Samad Rianto and Chandra Marta
Hamzah, including testimony de auditu because Antasari Azhar did not see, hear,
or know for himself the incident that was suspected of being a bribery crime, but
Antasari Azhar obtained information based on information from Anggoro Widjaja
that was conveyed to him.

De auditu also cannot be used as evidence. If the auditee's statement is to
be accepted as evidence, it is necessary to make a clearer agreement on the
exceptions to the use of the auditee's information, that is, it can be accepted as
witness testimony only if it is used as evidence. Thus no evidence is lost and can
assist judges in making decisions, but still guarantees the validity of the evidence.

Keywords: Legal Force, Hearing Witness Evidence, Corruption Crime
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